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Abstrak
Kepariwisataan dapat terlaksana dengan berbagai usaha pariwisata. Salah satu usaha pariwisata yang memegang peranan penting adalah akomodasi hotel. Akomodasi hotel dibagi menjadi dua golongan kelas yaitu kelas hotel bintang  dan kelas hotel melati. Persyaratan untuk penggolongan kelas hotel yang harus dipenuhi ada dua yaitu persyaratan dasar dan persyaratan operasional. Tujuan dari penggolongan kelas hotel adalah memberikan gambaran kepada calon konsumen (tamu), terselenggaranya pelaku usaha yang bertanggung jawab, dan terpenuhinya hak-hak konsumen.  
Jenis penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh langsung dari pelaku usaha hotel Yusro, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, dan Persatuan Hotel Restauran Indonesia .Data sekunder diperoleh dari penelaaahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mendasari pelaku usaha belum melaksanakan ketentuan tentang penggolongan kelas hotel. Faktor tersebut adalah besarnya biaya dan lamanya proses, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha. Sedangkan pihak pemerintah telah melakukan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan upaya represif dengan melakukan teguran kepada pelaku usaha. Namun dalam hal penjatuhan sanksi adminitrasi belum dilaksanakan secara tegas. 
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Abstract

Tourism can be carried out by various tourism businesses. One of the   tourism businesses that has an important role is a hotel accommodation. Hotel accommodation is  divided  into  two groups  namely star  hotel  and  non  star  hotel.    In  hotel class clasification, there are two requirements   that   should   be  fulfilled, there  are basic requirement  and operating  requirement. The purposes of hotel class classification are  to give  a  description to  the consumer  (prospective guests), to conduct  responsible businessmen and the fulfill the consumer rights. 

The writer uses empirical law research. Primary data are directly taken from bussinessmen of hotel Yusro, east java culture and tourism board, and association of hotel and restaurant Indonesia. The secondary data are taken from library study and regulation. The technique of collecting data are interview, observation, and documentation. The technique of data analysis is qualitative description. 

The results of this research shows that there are some factors why the businessmen haven’t done the hotel class clasification requirements. The factors  are the high cost, the length of process, and the less understanding of the hotel  businessmen. However  the government has carried out preventive action by socializing it to the businessmen, and repressive action by giving a warning to the businessmen. Nevertheless  the administrative sanction isn’t firmly conducted. 
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PENDAHULUAN
  Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan  (selanjutnya disebut UUK) dijelaskan bahwa “Kepariwisataan merupakan suatu kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dihargai”. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya agar hak setiap orang  untuk berwisata  dapat terpenuhi dengan cara melakukan penyelenggaraan kepariwisataan. 

Berdasarkan pasal 1 angka 4 UUK, kepariwisataan adalah “Keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interkasi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah,  dan pengusaha”. Interkasi antara pihak-pihak tersebut  bertujuan agar kepariwisataan dapat terlaksana secara merata dan berkesinambungan. 
 

Kepariwisataan dapat terlaksana dengan adanya berbagai usaha pariwisata. Salah satu usaha pariwisata yang memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan penginapan adalah usaha penyediaan akomodasi. Bedasarkan pasal 25  Keputusan  Direktur Jenderal Pariwisata Nomor Kep.06/VI/1997 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Manajemen Hotel Jaringan Internasional (Kepdirjenpar PKUMHJI) dijelaskan bahwa “Usaha penyediaan akomodasi merupakan sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum serta jasa lainnya”. Dalam penjelasan pasal 25 PKUMHJI disebutkan bahwa usaha penyediaan akomodasi meliputi hotel, pondok wisata, penginapan remaja, dan bumi perkemahan. 
Hotel merupakan usaha penyediaan akomodasi yang paling utama sebagaimana yang dikemukakan oleh R.G. Soekadijo bahwa diantara bermacam-macam bentuk jasa kepariwisataan yang terpenting dan terlengkap adalah yang biasanya disebut hotel.
  Dikatakan terpenting dan terlengkap karena pada hotel menyediakan fasilitas terlengkap untuk konsumen,  fasilitas itu meliputi :

1.  Tempat untuk istirahat dan kamar tidur ;

2.  Ruangan untuk makan dan minum ;

3.  Toilet dan kamar mandi ;

4.  Fasilitas untuk bersantai seperti : kolam renang dan amusement centre ; 

5.   Pelayanan umum untuk memenuhi segala   macam kebutuhan para tamu, seperti : fasilitas telekomunikasi, fasilitas cendera mata dan fasilitas penjualan tiket perjalanan.
Dalam pasal 3 Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KMK.3/HK.001/MKP.02 Tentang Penggolongan Kelas Hotel (selanjutnya disebut Kemenbudpar PKH) menjelaskan bahwa golongan kelas hotel dibagi menjadi hotel melati dan hotel berbintang. Untuk hotel berbintang terdiri dari hotel bintang 1 sampai hotel bintang 5. Hotel digolongkan ke dalam kelas-kelas dengan tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Kemenbudpar PKH yaitu :

1. Memberikan gambaran bagi calon konsumen (tamu) tentang kualitas produk dan pelayanan dalam rangka pemenuhan kepuasan konsumen;

2. Terselenggaranya pengusaha hotel yang bertanggung jawab ;

3. Memberikan perlindungan atas kepentingan konsumen, masyarakat, dan lingkungannya. 
     Tujuan penggolongan kelas hotel diatas sesuai dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) pada pasal 7 huruf b dijelaskan bahwa “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Hal ini juga sejalan dengan kewajiban pelaku usaha pariwisata yang diatur dalam pasal 26 huruf b UUK yaitu “Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab”. Memberi informasi yang akurat dan bertanggung jawab ini penting agar konsumen tidak salah terhadap gambaran suatu produk atau jasa yang hendak dipilih selain itu dengan informasi yang benar dari pelaku usaha berati membantu konsumen menentukan pilihannya secara tepat sesuai kebutuhannya.
   Terhadap kewajiban pelaku usaha tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (selanjutnya disebut PP SKSUDP) pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa “Sertifikasi usaha pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit”.  Dalam hal ini semua usaha pariwisata wajib memiliki sertifikat. 
   Usaha pariwisata di bidang akomodasi hotel diharuskan memiliki sertifikat penggolongan kelas hotel. Berdasarkan pasal 6 Kemenbudpar PKH, untuk memperoleh sertifikat pengolongan kelas hotel ada 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi suatu hotel yaitu persyaratan dasar dan persyaratan operasional. Persyaratan dasar adalah  persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap hotel untuk beroperasi. Yang termasuk persyaratan dasar adalah semua perijinan untuk operasi suatu hotel, kelaikan teknis instalasi atau peralatan yang dipergunakan hotel. Adapun persyaratan operasional adalah persyaratan yang akan membentuk kualitas produk hotel. Persyaratan operasional terdiri dari komponen unsur fisik, pengelolaan dan pelayanan.
Bagi hotel yang telah memenuhi dua persyaratan tersebut akan memperoleh sertifikat penggolongan kelas hotel. Sertifikat penggolongan kelas hotel adalah tanda penetapan golongan kelas hotel bintang atau kelas hotel melati. Sertifikat tersebut digunakan oleh pelaku usaha hotel sebagai acuan dalam pencantuman penggolongan kelas hotel. Pencantuman golongan kelas hotel adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik konsumen agar menginap dan digunakan sebagai media informasi tentang produk hotel.   
Permasalahan di lapangan adalah ada hotel bintang di Kabupaten Jombang yang belum melaksanakan persyaratan penggolongan kelas hotel sehingga belum memperoleh sertifikat penggolongan kelas hotel, tetapi sudah mencantumkan golongan kelas hotelnya. Dari hasil wawancara dengan Kabid Pengembangan Produk Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Bapak Handoyo pada tanggal 10 Mei 2013 diperoleh informasi bahwa hotel Yusro di Jombang belum pernah melaksanakan prosedur persyaratan penggolongan kelas hotel sesuai dengan ketentuan Kepmenbudpar PKH, namun hotel tersebut malah  mencantumkan di website dan di pintu gerbang bahwa hotel Yusro tersebut adalah hotel kelas bintang 3.


      Dari latar belakang, yang telah diuraikan diatas, terdapat tiga rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan yaitu :  Mengapa pelaku usaha hotel Yusro belum melakukan prosedur persyaratan penggolongan kelas hotel sesuai dengan Kepmenbudpar PKH?, Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan pencantuman penggolongan kelas hotel oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam Kepmenbudpar PKH?, dan Apa akibat hukum bagi pelaku usaha terhadap pencantuman penggolongan kelas hotel berbintang di kota Jombang yang tidak sesuai dengan                             persyaratan dalam Kepmenbudpar PKH?

           Kerangka pemikiran pada penelitian ini diawali dengan usaha pariwisata salah satunya hotel. Berdasarkan pasal 54 UUK menerangkan bahwa “Standar usaha dan standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi”. Pada pasal 1 angka 12 UUK dijelaskan bahwa “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan”. Dalam hal ini usaha pariwisata di sektor perhotelan diwajibkan mengurus sertifikat penggolongan kelas hotel. Sertifikat penggolongan kelas hotel tersebut akan digunakan sebagai informasi gambaran produk hotel. 
  
         Tanggung jawab dari pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi serta pencantuman golongan kelas hotel, maka hal ini sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf d dan e UUPK yaitu :

d.
menciptakan     sistem       perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi ;

e.
menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 
METODE
              Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian yuridis empiris.  Jenis penelitian ini mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu sitem norma bekerja di masyarakat. 
              Lokasi penelitian bertempat di  Hotel Yusro Jombang dengan pertimbangan bahwa Hotel Yusro ini telah beroperasi sejak tahun 2011 dan selama beroperasi tersebut hotel ini mencantumkan identitas sebagai hotel kelas bintang 3 padahal belum memiliki sertifikat penggolongan kelas hotel. Lokasi kedua di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sebagai pihak yang berwenang memberikan rekomendasi penggolongan seluruh kelas hotel di Jawa Timur. Lokasi ketiga di Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (selanjutnya disebut PHRI) sebagai pihak yang membantu pemerintah dan juga pelaku usaha untuk memberikan penilaian dalam proses penggolongan kelas hotel. 
1.               Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan  frontoffice hotel Yusro, pengurus PHRI Jawa Timur, dan staff bidang pengembangan produk pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Observasi dengan daftar checklist dan dokumentasi berupa data-data pendukung penelitian.
             Teknik pengolahan data menggunakan editing, koding, dan trianggulasi. Editing merupakan proses penilaian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Koding adalah  mengklasifikasi jawaban berdasarkan  macamnya . Sedangkan trianggulasi bertujuan untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. 
            Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu memaparkan atau menggambar obyek sesuai dengan fakta. Pada penelitian kualitatif penulis berperan langsung sebagai instrument kunci yang mengutaman hubungan antara penulis dengan yang diteliti.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hotel Yusro adalah hotel syariah yang didirikan pada tahun 2011 oleh Kyai Syeh Muchtar yang juga pemilik Pondok Pesantren Syaddiqqiyah Jombang. Hotel Yusro merupakan hotel syariah dikarenakan tidak memperbolehkan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menginap dalam satu kamar. Ketika ada tamu yang berbeda jenis kelamin hendak menginap dalam satu kamar, akan dimintai kartu identitas terlebih dahulu untuk  dicocokkan alamat yang ada di kartu identitas tersebut. Apabila alamat tidak cocok dan tidak dapat menunjukkan surat nikah, maka petugas dengan sopan akan memberitahu bahwa tidak dapat menginap dalam satu kamar atau menyarankan untuk menginap di hotel lain yang terdekat.

     Hotel Yusro mencantumkan identitas diri sebagai hotel bintang 3. Identitas tersebut dapat ditemukan pada website (www.yusrohotel.com), di gerbang pintu masuk, maupun di lobby hotel. Pencantuman bintang 3 tersebut bertujuan untuk menarik wisatawan. Hal ini didukung dengan data jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan  nusantara yang menginap di hotel-hotel Jawa Timur pada tahun 2012 menunjukkan bahwa wisatawan terutama terutama wisatawan mancanegara lebih memilih untuk menginap di hotel kelas bintang. Hotel kelas bintang di Jawa Timur terdapat di 11 kabupaten.kota antara lain Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kota Batu, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kota Lamongan. 
Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan bahwa wiasatawan teruatama wisatawan mancanegara memilih  kelas hotel bintang karena hotel kelas bintang memiliki legalitas dalam bentuk sertifikat kelas hotel sehingga keamanan dan perlindungan konsumen lebih terjamin. Selain itu hotel kelas bintang yang telah memiliki sertifikat pasti telah memenuhi standarisasi fasilitas dan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan dan kenyaman konsumen. 



Untuk dapat memperoleh sertifikat penggolongan kelas hotel harus memenuhi dua persyaratan persyaratan dasar dan persyaratan operasional di hotel Yusro:Persyaratan dasar di Hotel Yusro meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Yusro telah mengurus IMB dengan dikeluarkannya Keputusan  Bupati Jombang Nomor 648.2/2812/415-21/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang IMB  Hotel Yusro. Izin Usaha Hotel Yusro telah mengurus ijin usaha dengan       dikeluarkannya Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.45.503/2807/415.21/2010  tanggal 24 Juni 2010 Tentang Ijin Usaha Hotel Yusro.Izin Ganguan (HO)Hotel Yusro telah mengurus ijin usaha dengan        dikeluarkannya Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.45.503.08/2011/415.21/2010  tanggal 24 Juni 2010 Tentang Ijin Gangguan Hotel Yusro. 
Persyaratan dasar lain untuk penggolongan kelas hotel yang belum dilengkapi oleh Hotel Yusro adalah sebagai berikut:Sertifikat Pemeriksaan Kualitas Air sesuai dengan Permenkes  No. 416/Menkes/Per/IX/1990 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air., Sertifikat Laik Sehat Hotel sesuai dengan ketentuan Permenkes No. 80/Menkes/PER/II1990 Tentang Persyaratan Kesehatan Hotel, Sertifikat Kelaikan Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan umum instansi listrik tahun 1977, Sertifikat Kelaikan Lift sesuai dengan ketentuan Menakertrans No. Per.05/Men/1978 Tentang Syarat-Syarat Keselamatan Dalam Pemakaian Lift Untuk Pengakutan Orang dan Barang., dan Sertifikat Kelaikan Alat Pemadam Kebakaran  sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No.10/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan dan Gedung. 
Unsur fisik di hotel Yusro meliputi lobby Hotel memiliki gerai kantor depan (front office counter) dan ruang operator telepon. Pada front office tidak tersedia P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan). Hotel Yusro adalah bangunan tingakt tiga yang mneyediakan  lift khusus tamu. Hotel Yusro adalah hotel dengan bangunan lantai 3 yang menyediakan lift untuk tamu namun lift untuk  karyawan tidak tersedia. Hotel memiliki toilet umum yang terpisah untuk pria dan wanita, Pada hptel Yusro tidak tersedi kamar maupun kamar mandi khusus untuk penyandang cacat.  Hotel memiliki taman. Hotel Yusro memiliki taman yang tersedia di dalam hotel dan taman di luar bangunan hotel. Hotel memiliki fasilitas tempat parkir dengan sistem pengaturan lalu lintas dan pos jaga namun tidak tersedia vallet parkir.  Hotel memiliki room service, kamar dengan perlengkapan furniture kamar, perlengkapan kamar serta kamar mandi. Perlengkapan kamar yang tudak tersedia adalah tanda dilarang menggangu (don’t disturb), tanda bersihkan kamar (make up room) dan tidak tersedia alat dekteksi asap (smoke detector).
Hotel Yusro memiliki karyawan di hotel Yusro   berjumlah 100 orang dengan rincian laki-laki 48 orang dan perempuan 53 orang. Karyawan hotel Yusro mayoritas adalah lulusan pondok pesantren Syaddiqiyah. Hotel Yusro memiliki peraturan karyawan dan jamsostek bagi kearyawan.  Hotel memiliki struktur organisasi.
 Unsur pelayanan yang tersedia di hotel Yusro adalah pelayanan komunikasi, manager on duty, kantor depan, pelayanan keamanan dengan jam buka layanan 24 jam. Selain itu juga tersedia pelayanan makan/minum, room service, porter, dan tata graha. Pelayanan yang tidak tersedia di hotel Yusro adalah bar, dan pelayanan kesehatan namun apabila ada pegawai maupun tamu yang sakit akan ditangani langsung oleh manager on duty. 
Apabila dilihat dari kelengkapan ada tidaknya unsur persyaratan operasional menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta PHRI sepakat bahwa hotel Yusro dapat dikatakan telah memenuhi untuk digolongkan sebagai hotel bintang. Namun dalam hal ini belum dapat ditentukan golongan kelas bintang berapa, dikarenakan belum dilakukan penilaian secara skoring sehingga Sedangkan apabila dilihat dari persyaratan dasar, hotel Yusro belum dapat digolongan sebagai kelas hotel bintang maupun kelas hotel melati dikarenakan banyak persyaratan sertifikat  yang belum terlengkapi.

Pencantuman hotel Yusro sebagai hotel bintang 3 adalah dari pihak manajemen hotel sendiri. Namun pihak hotel juga mengakui bahwa seharusnya penetapan golongan kelas hotel dilaksanakan oleh pemerintah dan PHRI. Berikut adalah beberapa faktor atau alasan yang mendasari belum dilaksanakannya prosedur persyaratan penggolongan kelas hotel yaitu pihak hotel Yusro menyatakan bahwa mengurus sertifikat hotel bukan merupakan suatu kewajiban dengan alasan bahwa tidak adanya PHRI cabang di Kabupaten Jombang. Faktor kedua yaitu besarnya biaya dan lamanya proses dalam pengurusan sertifikat. Faktor ketiga yaitu pihak hotel Yusro menyatakan bahwa apabila hotel dilakukan penilaian oleh PHRI dan ditentukan kelas hotelnya, maka untuk besarnya hotel kamar (room rates) nya akan ditentukan oleh PHRI.
Terkait tiga faktor tersebut makan pihak PHRI menyatakn bahwa sertifikat kelas hotel merupakan suatu kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat PP SKSUP yang menyatakan bahwa “Pengusaha pariwisata wajib memiliki sertifikat usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada pasal 22 juga dijelaskan bahwa “Dalam jangka waktu satu tahun setelah keputusan ini, hotel yang ada baik bintang atau melati harus sudah menyesuaikan dengan kiteria penggolongan kelas hotel yang ditetapkan dalam Kepmenbudpar PKH”. Selain itu Penggolongan kelas hotel tetep menjadi wewenang PHRI Provinsi karena untuk penandatanganan sertifikat kelas hotel baik hotel bintang maupun melati harus ditandatangani oleh Gubernur. Terkait lamanya proses tergantung segala persyaratan dasar apabila seluruh persayaratn dasar makan sertifkat kelas hotel akan cepa didapatkan. Untuk besarnya biaya saat ini belum ada aturan yang mengatur, sehingga besarnya biaya adalah hasil kesepakatan antara pihak penegelola/pemilik hotel dengan pihak PHRI. Adapun biaya yang menjadi tanggung jawab pemilik/pengelola hotel terkait sertifikat penggolongan kelas hotel menurut pasal 19 Kepmenbudpar PKH :
1.    Biaya pengujian sertifikat kelaikan ;

2.    Biaya pengadaan sertifikat golongan kelas 

       hotel ;

3.    Biaya pengadaan sticker penggolongan kelas     

 hotel ;

4.     Biaya pelaksanaan guest comment, best 

employee, dan sejenisnya yang  menjadi inisiatif  pemilik.pengelola hotel ;

5. Biaya tim penilai PHRI atas kesepakatan dengan pengurus  PHRI. 

 Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah upaya preventif yaitu mengadakan sosialisasi minimal satu tahun sekali untuk seluruh pelaku usaha hotel di Jawa Timur. Dalam sosilalisasi diberikan pengarahan sekaligus pelatihan bimbingan teknis bagi pelaku usaha. Sosialisasi bertujuan agar pelaku usaha mau mengurus sertifikat yang berkaitan dengan standarisasi usaha pariwisata. Pemberian sosialisasi ini telah sesuai dengan tugas pemerintah yaitu melakukan pembinaan. Hal ini  sebagaimana  diatur dalam pasal 29 ayat  (1) yaitu “Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. 

Upaya  represif berupa teguran. Penyampaian teguran oleh pemerintah ini sesuai dengan 
maksud dari penegakan hukum, dimana menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum dilakukan  dengan    penindakan    hukum  menurut  aturan sebagai 
berikut :
a)  teguran peringatan  supaya      menghentikan   

       pelanggaran     dan      jangan    berbuat     lagi  

       (percobaan) ;

b) pembebanan        kewajiban    tertentu     (ganti

kerugian, denda) ;

c) penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak

hak tertentu);

d) pengenaan sanksi badan
Teguran yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap   peraturan    penggolongan  kelas   hotel.  Dalam   hal     ini       Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur telah melakukan teguran secara alisan kepada pelaku usaha yang belum melakukan penggolongan sesuai dengan ketentuan dalam Kepmenbudpar dan menghimbau agar pelku usaha perhotelan segera mengurus sertifikat   penggolongan kelas hotel. Apabila teguran yang disampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum dilaksanakan oleh pelaku usaha, maka pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan berupaya untuk melakukan pendekatan dengan memberikan penyuluhan terkait pentingnya penggolongan kelas hotel. 

Akibat hukum dari pelanggaran penggolongan kelas hotel adalah lahirnya sanksi administratif. Sanksi admininistrasif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tatapi dapat langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri

Pasal 24 PP SKSUP mengatur bahwa ”Pengusaha Pariwisata wajib memiliki sertifikat usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sertifikat usaha hotel adalah Kepmenbudpar PKH. Terhadap tidak dipenuhinya ketentuan dalam peraturan tersebut akan dikenakan sanksi administratif 
      Sanksi administrasif diatur dalam pasal 30 PP SKSUP yang menyebutkan bahwa: 
(1). Pelanggaran yang dilakukan Pengusaha   Pariwisata terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa :

a. teguran tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha; dan

c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

(2).  Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada pengusaha   pariwisata  paling banyak 3  (tiga) kali.

(3)    Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)    Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam hal ini adalah penegak hukum. Penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum (pemerintah dan aparat penegak hukum).  Penegak hukum yang terkait dengan penggolongan kelas hotel adalah pemerintah yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. 


         Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan teguran bagi pelaku usaha yang belum mengikuti ketentuan dalam peraturan penggolongan kelas hotel. Dalam hal ini Hotel Yusro juga telah diberikan teguran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, namun teguran yang disampaikan berupa teguran lisan dan baru disampaikan sebanyak  satu kali. 

  
             Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha belum dapat dilaksanakan secara tegas. Hal ini dikarenakan dengan pertimbangan bahwa apabila sanksi itu diterapkan, misalnya saja sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha, akan berdampak pada berhenti sementaranya operasional hotel sehingga pelaku usaha akan menderita kerugian dan berdampak pula pada tenaga kerja yang bekerja di tempat tersebut. Selain itu apabila usaha hotel dibekukan usahanya maka akan berdampak pula pada perkembangan usaha pariwisata di Indonesia khususnya di Jawa Timur. 

Dinas Kebudayaan dan pariwisata kurang tegas dalam me Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kurang tegas dalam memberikan sanksi bagi pelaku usaha.   Padahal sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa ”Saksi adalah penentu ketaatan warga. Semakin kuat ancaman dan daya paksa sanksi akan semakin efektif pula daya kerjanya untuk memaksakan kepatuhan warga pada perintah undang-undang. Selanjutnya makin patuh para warga kepada perintah hukum  akan semakin tertib pula kehidupannya, sesuai dengan bunyi aturan-aturan yang telah dipresepsikan dalam hukum”. 
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